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ABSTRAK 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sangat diperlukan bagi semua organisasi khususnya bagi instansi 
sektor publik karena dengan adanya SIA bisa digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil ataupun 
menentukan sebuah keputusan serta memudahkan instansi melakukan pengolahan data, terutama 
data-data yang berkaitan dengan informasi keuangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Penggajian di Sekretariat DPRD 
Provinsi Kalimantan Barat serta untuk mengetahui apakah ada perangkapan tugas dalam sistem 
penggajiannya. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. 
Data primer peneliti dapatkan secara langsung pada saat wawancara. Informan dari penelitian ini 
adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan. Sedangkan data sekunder memuat dokumen-dokumen 
pendukung yang berkaitan langsung dengan siklus penggajian, seperti daftar gaji, Surat Perintah 
Membayar (SPM), dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan siklus penggajian. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Penggajian di 
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat sudah efektif karena setiap fungsi didalam siklus 
penggajiannya dilakukan dengan terpisah sehingga akan meminimalisir terjadinya kecurangan. 
 

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi; Siklus Penggajian; Sekretariat DPRD 

 

ABSTRACT 

Accounting Information Systems (AIS) are very necessary for all organizations, especially for public 
sector agencies because the existence of AIS can be used as a tool in making or determining a decision 
and making it easier for agencies to process data, especially data related to financial information. The 
purpose of this research is to find out the Management of the Accounting Information System in the 
Payroll Cycle at the Secretariat of the DPRD of West Kalimantan Province and to find out whether there 
are duplicate tasks in the payroll system.  Researchers use qualitative methods. In this study, researchers 
used interview techniques, documentation, and observation Researchers used primary data and 
secondary data. Primary data researchers get directly during interviews. The informant in this research 
is the Financial Administration Officer. While secondary data contains supporting documents that are 
directly related to the payroll cycle, such as payroll, Payment Order (SPM), and other documents related 
to the payroll cycle. The results of this study indicate that the Management of Accounting Information 
Systems in the Payroll Cycle at the West Kalimantan Provincial DPRD Secretariat is effective because 
each function in the payroll cycle is carried out separately and there is no duplication of duties that 
occurs so that it will minimize fraud. 
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PENDAHULUAN  
Seiring dengan perkembangan zaman, informasi  akurat, jelas, benar, dan tepat semakin 

dibutuhkan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini mendorong berbagai pihak seperti 
pemerintahan, swasta atau perusahaan untuk menggunakan sistem informasi akuntansi dalam 
penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkerjaan (Friansyah, Ilham et al., 2021). Karena 
pada hakikatnya penerapan teknologi informasi sangat berpengaruh dalam mengambil sebuah 
keputusan (Kurniawan et al., 2020). Teknologi informasi semakin dibutuhkan karena 
memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, mengakses informasi, serta memberikan 
informasi. Dengan adanya teknologi informasi maka akan memudahkan organisasi dalam 
melakukan pengolahan data khususnya data yang berkaitan dengan informasi keuangan. 
Berhubungan dengan teknologi informasi, proses penggajian di pemerintahan dapat dilakukan 
secara efisien, akurat, dan transparan, sehingga meningkatkan kinerja dan kepercayaan 
masyarakat terhadap pelayanan publik. 

Dalam Instansi Pemerintahan, Sumber Daya Manusia atau pegawai merupakan salah 
satu faktor yang sangat penting karena pegawai menyumbangkan tenaga, fikiran, waktu, serta 
kontribusinya dalam mencapai suatu tujuan, maka dari itu sebagai kompensasi atas 
pekerjaannya pegawai harus diberikan gaji yang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku 
(Yusuf & Setiawan, 2022). Dalam regulasi pemerintahan, gaji yang dibagikan kepada pegawai 
harus mencerminkan jabatan, golongan, sifat pekerjaan, kinerja, dan tanggung jawab mereka 
(Ayuni et al., 2024). Oleh karena itu, transparansi dalam sistem penggajian juga menjadi 
perhatian karena transparansi dalam sistem penggajian membantu membangun kepercayaan 
masyarakat terhadap integritas pemerintah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) merupakan bagian administratif yang mendukung kegiatan operasional DPRD. 
Sekretariat DPRD bertugas untuk memastikan jika proses legislatif dan  administratif berjalan 
lancar. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD harus menerapkan sistem informasi akuntansi yang 
baik (Putri & Syafina, 2023). 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sebuah rangkaian yang dirancang untuk 
mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan sebuah 
informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan (Romney & Steinbart, 2019). SIA 
diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi instansi, khususnya yang berhubungan 
dengan informasi keuangan, karena akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat 
(Marina et al., 2018). Sistem informasi sangat berpengaruh terhadap penggajian khususnya bagi 
pemerintah, karena sistem informasi berfungsi untuk mengurangi risiko kesalahan atau 
pengeluaran yang tidak sah guna mencegah kerugian bagi pemerintah. (Aisyah, 2019). Selain itu, 
jika menggunakan sistem akuntansi penggajian, instansi bisa mengawasi kegiatan sehingga akan 
berjalan sesuai dengan aturan tanpa adanya penyelewengan yang berkaitan dengan keuangan 
(Prisna & Kusmilawaty, 2022). Sistem penggajian dikatakan efisien jika mampu menyajikan data 
yang akurat serta mendasari pengambilan keputusan yang tepat sehingga setiap organisasi pasti 
memerlukan sistem penggajian yang terstruktur dan teratur (Suryadi & Nurrahmi, 2023) Dengan 
adanya sistem akuntansi penggajian yang baik maka dapat membantu meningkatkan 
pengendalian internal suatu instansi (Aprilliadi, 2019). 

Sistem Pengendalian Internal memiliki peran penting dalam siklus penggajian karena 
sistem pengendalian internal membantu mencegah kecurangan dalam pengelolaan gaji, seperti 
manipulasi data, pembayaran gaji palsu, atau pengalihan dana secara tidak sah. Dengan adanya 
prosedur yang terdefinisi dengan baik dalam sistem pengendalian internal, risiko kesalahan 
dalam perhitungan gaji, pemrosesan transaksi, dan pelaporan dapat diminimalkan. Hal ini 
sejalan dengan penelitian (Pujiono et al., 2016). Selain itu Sistem pengendalian internal 
memastikan bahwa proses penggajian berada dalam kepatuhan terhadap peraturan dan 
kebijakan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan, ketenagakerjaan, dan kebijakan 
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internal perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat, risiko kesalahan, 
kecurangan, dan ketidakpatuhan dapat diminimalkan dalam siklus penggajian, sehingga 
memastikan integritas dan keandalan informasi keuangan terkait dengan pembayaran gaji 
pegawai. Pembayaran gaji yang tepat waktu dan akurat akan menjaga kesejahteraan dan 
memotivasi pegawai pemerintah. 

Organisasi sektor publik adalah entitas atau lembaga yang didirikan dan dioperasikan 
oleh pemerintah atau badan-badan publik untuk menyediakan layanan dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Organisasi ini biasanya bertujuan untuk memberikan pelayanan publik. 
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, organisasi sektor 
publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara atau pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan pelayanan publik (INDONESIA, 2009). Selain itu, Undang-Undang tersebut 
juga mengatur bahwa organisasi sektor publik harus memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik 
yang baik, antara lain responsif, transparan, akuntabel, profesional, dan berkeadilan. Tujuannya 
adalah agar organisasi sektor publik mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan 
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efektif dan efisien. Melakukan pelayanan terhadap 
publik pasti membutuhkan tenaga, waktu, serta keterlibatannya dalam menjalankan kewajiban 
tersebut. Oleh karena itu kompensasi sangat penting bagi pegawai karena kompensasi 
memegang peran penting dalam menentukan motivasi dan alasan mengapa orang bekerja di 
suatu organisasi, sehingga pegawai dapat bekerja dengan semangat dan berkompetisi untuk 
mencapai tingkat kinerja yang optimal bagi kesuksesan organisasi (Langingi et al., 2018). 

Permasalahan gaji merupakan salah satu masalah manajemen kepegawaian yang sering 
terjadi dan menjadi aspek yang berarti untuk instansi pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan 
sistem penggajian yang rapi, teratur, dan sistematis dalam mempermudah proses penggajian 
setiap pegawai (Natalia et al., 2024). Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan 
empiris dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Aminudin & Saripudin, 2021) 
dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan pada 
Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan Fajri, didapati 
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penggajiannya belum 
efektif karena masih ditemukan masalah dalam sistem penggajiannya, yang dimana sistem 
penggajiannya masih menggunakan tulisan tangan dan perhitungannya juga masih 
menggunakan excel dengan rumus yang rumit. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Robiah, 
2016) dengan judul Analisis Sistem Pengndalian Internal atas Siklus Penggajian (Studi Kasus pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat) juga menunjukkan bahwa Sistem Penggajian pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat masih belum efektif karena Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lombok Barat tidak ada menugaskan pegawai sebagai pengawas internal, sehingga 
besar kemungkinan akan adanya kecurangan dalam membuat jumlah daftar gaji pegawai. Lalu 
berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Corry Ertavina et al., 2023) dengan judul Analisis 
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Badan Pertahanan Nasional Provinsi 
Sulawesi Utara, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fungsi sistem informasi akuntansi 
Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulawesi Utara belum bisa dikatakan efektif karena terjadi 
perangkapan tugas yang dimana pencatat waktu hadir dan pembuat daftar gaji dilakukan oleh 
bagian kepegawaian sehingga bisa terjadi kemungkinan kecurangan dalam penggajian. Lalu 
penelitian dengan hasil yang sama menunjukkan bahwa perangkapan tugas juga terjadi pada PT 
Populer Sarana Medika yang dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan 
terhadap pengisian daftar hadir dan membuat rekap daftar hadir dilakukan oleh bagian 
akuntansi  sehingga akan menimbulkan kemungkinan terjadinya kecurangan yang menunjukkan 
bahwa sistem informasi akuntansi penggajiannya juga belum bisa dikatakan efektif (Fibriyanti, 
2017).  
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Berdasarkan penelitian-penelitian yang penulis jadikan tinjauan empiris, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penggajian Di 
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, apakah Sistem Informasi Akuntansi Penggajiannya 
sudah efektif atau masih adakah perangkapan tugas seperti pada permasalahan yang ditemui 
oleh penelitian sebelumnya yang dimana permasalahan tersebut menimbulkan kemungkinan 
adanya kecurangan atau penyelewengan. 

 
METODE PENELITIAN 

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode 
kualitatif adalah metode yan gmenganalisis secara mendalam untuk mendapatkan wawasan 
yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti(Rachman et al., 2024). Tujuan utama 
dari metode kualitatif adalah berupaya memperoleh deskripsi yang lebih mendalam serta 
pemahaman yang holistic atau menyeluruh, berdasarkan kondisi yang wajar dari fenomena yang 
akan diteliti, dan peneliti sendiri berlaku sebagai instrument kunci untuk mengantongi data yang 
dibutuhkan (Yusanto, 2019). 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di JL. 
Ahmad Yani 1 Pontianak – Kalimantan Barat. 

Jenis dan Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara di Sekretariat DPRD. Data primer 
merupakan data yang bersumber dari data observasi dan wawancara (Kaharuddin, 2021). 
Wawancara dilakukan dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan yang teridentifikasi sebagai 
subjek. Subjek merupakan informan yang memberikan informasi (Wakarmamu, 2022). 
Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi pada siklus penggajian 
di sekretariat DPRD (Sumarwanti & Wicaksono, 2024). Data sekunder merupakan data yang 
berasal dari dokumen-dokumen seperti surat-surat atau laporan yang berkaitan langsung 
dengan siklus penggajian (Kaharuddin, 2021). 

Teknik Analisis data 

 Berdasarkan pendekatan studi kasus yang dipilih oleh peneliti maka teknik analisis data 
yang digunakan terdiri dari: 

1. Wawancara  
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan meminta keterangan secara 
langsung kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi 
Kalimantan Barat untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis 
pada penelitian ini. 

2. Observasi  
Peneliti mengamati keadaan yang sebenarnya dengan penjelasan dari informan pada 
saat wawancara, selain itu peneliti juga mengamati keadaan yang sebenarnya pada saat 
wawancara berlangsung. 

3. Studi Dokumentasi  
Peneliti mengumpulkan data serta mempelajari data-data maupun dokumen yang 
berkaitan dengan siklus penggajian di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh peneliti selama melakukan 

penelitian, dapat diketahui gambaran proses siklus penggajian yang terjadi di Sekretariat DPRD 
Provinsi Kalimantan Barat tergambar pada flowchart berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Siklus Penggajian Pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat 
 

Gambar 1. Siklus Penggajian Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat 
Pembahasan 

Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Penggajian 

Gambar 1 menunjukkan siklus penggajian pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan 
Barat dimulai dari bendahara  gaji akan membuat daftar gaji dan mencetak daftar gaji melalui 
aplikasi SIM GAJI, lalu setelah itu, bendahara gaji akan membuat Surat Perintah Membayar 
(SPM) melalui SIMAKDA yang nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Pejabat 
Penatausahaan Keuangan, seteleh terverifikasi, maka SPM akan ditandatangani oleh pengguna 
anggaran atau sekretaris DPRD, setelah SPM dinyatakan sudah sah, maka SPM, daftar gaji, 
beserta dokumen-dokumen pelengkapnya akan diserahkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah 
bagian perbendaharaan, selanjutnya SPM akan diverifikasi oleh bagian perbendaharaan di 
BKAD, setelah SPM diverifikasi, perbendaharaan di BKAD akan menerbitkan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D), setelah itu bagian perbendaharaan di BKAD akan mengantarkan SP2D 
ke Bank bagian KASDA, setelah bank menerima SP2D, bank akan menstransfer gaji ASN ke 
rekening masing-masing ASN.  
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Efektivitas Pengendalian Internal dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di Sekretariat 
DPRD Provinsi Kalimantan Barat 

Untuk absensi pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat sudah menggunakan 

mesin fingerprint yang sudah terkoneksi dengan aplikasi E-Activity, dimana para ASN akan 

melakukan absen pada saat ASN datang dan pulang. Dan untuk absensi, absen ASN tidak 

mempengaruhi besarnya gaji, tetapi akan mempengaruhi besarnya tunjangan penghasilan 

pegawai. Jadi misalnya ASN telat datang ke kantor tetapi kinerjanya bagus dan aktif dalam 

pekerjaan, gaji yang dibayarkan perbulan akan tetap sama jumlahnya, untuk deskripsi tentang 

besarnya gaji ASN yang terbaru bisa dilihat pada PERPRES No. 10 Tahun 2024 (INDONESIA, 2024) 

Untuk pembagian tugas kepada para ASN dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
dan Aparatur dan untuk pengawasan terhadap kinerja ASN akan dilakukan oleh atasan disetiap 
masing-masing bagian. Jika ASN melanggar kode etik pegawai atau tidak disiplin, maka ASN 
tersebut akan ditegur oleh atasannya secara langsung, jika tidak bisa ditegur oleh atasannya, 
maka akan ditegur oleh kepala bagian, jika tidak bisa ditegur oleh kepala bagian maka akan 
langsung ditegur oleh kepala dinas, jika tidak bisa ditegur secara lisan, maka akan diberi teguran 
secara tertulis, pernyataan ini didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 
(INDONESIA, 2021). 

Analisis Fungsi-Fungsi yang terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi Sikus Penggajian di 
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimatan Barat 

Bagian akuntansi khususnya bendahara gaji, bertugas untuk membuat dan mencetak 
daftar gaji dan tunjangan-tunjangan serta potongan-potongan yang menjadi beban ASN, 
membuat Surat Perintah Membayar (SPM). Sedangkan Pejabat Penatausahaan Keuangan 
bertugas untuk memverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) sebelum ditandatangani oleh 
pengguna anggaran atau sekretaris DPRD. Tugas Sekretaris DPRD adalah menandatangani SPM 
agar dinyatakan sah. Lalu Badan Keuangan dan Aset Daerah bagian perbendaharaan bertugas 
untuk memeriksa SPM dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana. Setelah itu yang 
bertugas untuk mentransfer gaji ke rekening masing-masing ASN adalah Bank bagian kasda 
setelah menerima SP2D dari bagian perbendaharaan di BKAD. Yang menandakan bahwa fungsi-
fungsi yang terkait dalam silklus penggajian di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat sudah 
sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak terjadi double job di dalam bagian keuangan. 
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Peraturan terbaru terkait perubahan besaran gaji PNS ( PERPRES No. 10 Tahun 2024) 

Tabel 1 
 

Tabel 2 
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Tabel 3 
 

 

Tabel 4 
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Berdasarkan tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4, dapat diketahui jika besaran gaji 
terbaru yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia setiap Masa Kerja Golongan (MKG) 
naik sebanyak 8% dari besaran MKG gaji yang lama.  
 
Golongan I dinamakan juru : Golongan I adalah golongan PNS yang paling rendah dalam struktur 
birokrasi. Karena golongan 1 biasanya diisi oleh orang-orang dari lulusan SD hingga SMP. 
Yang dimana, golongan I terbagi lagi menjadi IA, IB, IC, ID. 

1. IA merupakan juru muda  
2. IB merupakan juru muda tingkat 1 
3. IC merupakan juru 
4. ID merupakan juru tingkat 1 

Golongan II dinamankan pengatur : Golongan II berasal dari lulusan SMA hingga D3. 
Yang dimana, golongan II terbagi lagi menjadi IIA, IIB, IIC, IID. 

1. IIA merupakan pengatur muda 
2. IIB merupakan  pengatur muda tingkat 1 
3. IIC merupakan pengatur 
4. IID merupakan pengatur tingkat 1 

Golongan III dinamakan penata : Golongan III berasal dari lulusan S1 atau setara D4 hingga S3. 
Yang dimana, golongan III terbagi lagi menjadi IIIA, IIIB, IIIC, IIID. 

1. IIIA merupakan penata muda 
2. IIIB merupakan penata muda tingkat 1 
3. IIIC merupakan penata 
4. IIID merupakan penata tingkat 1 

Golongan IV dinamakan pembina : Golongan IV merupakan puncak karir PNS. 
Yang dimana, golongan IV terbagi lagi menjadi IVA, IVB, IVC, IVD, IVE. 

1. IVA merupakan pembina 
2. IVB merupakan pembina tingkat 1 
3. IVC merupakan pembina utama muda 
4. IVD merupakan pembina utama madya 
5. IVE merupakan pembina utama 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan 

Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Penggajian di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan 
Barat sudah efektif karena berdasarkan struktur organisasi penggajian, dapat diketahui jika 
pengendalian internal dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di Sekretariat DPRD 
Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan ini didukung 
dengan hasil wawancara peneliti dengan informan yang menunjukkan bahwa setiap bagian 
keuangan memiliki tugas yang berbeda dalam siklus penggajian sehingga meminimalisir 
terjadinya kecurangan maupun penyelewengan dalam perhitungan gaji ASN. Selain itu 
penerapan sistem penggajiannya juga sudah sesuai dengan peraturan pemerintahan yang 
berlaku, dan untuk absensi dari setiap pegawai tidak akan mempengaruhi besarnya gaji pegawai 
tetapi akan mempengaruhi tunjangan penghasilan pegawai. 
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SARAN 
Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa dilakukan di instansi yang berbeda, 

agar dapat diketahui seberapa efektif pengelolaan sistem informasi akuntansi siklus penggajian 
yang dikelola oleh instansi-instansi yang berada dalam naungan sektor publik. 
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